DAFTAR BACAAN

Buku

Andrisman, Tri, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011.

A Rahman H., Sistem Politik Indonesia. Jakarta, Graha Ilmu, 2007.

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung,
Citra Aditya Bakti, 2002.

Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya
Bakti, 2003.

Arifin, Anwar, Prespektif llmu Politik. Jakarta, Pustaka Indonesia Jakarta,
2013.

Atmasasmita, Romli, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju,
1996.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Strategi
Pemberantasan Korupsi Nasional, Edisi Maret 1999.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar llmu Politik, Jakarta, Gramedia Utama,
2008.

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafido Persada,
2002.

Djaja, Ermansyah, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar
Grafika, 2013.

Dr., Yusuf, Muhammad, Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan
Korupsi Di Indonesia, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013.

Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

80



81

Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta,
Gramedia Pustaka Utama ,1984.

Huntington, Samuel P., Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan
Massa, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.

Inu, Syafiie kencana, Ashari, Sitem Politik Indonesia, Jakarta, Refika aditama.
2005.

Kristian, Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy),
Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia,
Bandung, Nuansa Aulia, 2014.

Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra
Aditya Bakti, 1996.

Laski, Harold J., A Grammer Of Politic, Eleventh Impression, London, George
Allen & Unwin Ltd, 1951.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media
Group, 2005.

Marpaung, Leden, 4Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika,
2005.

Marwan M., Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition,
Surabaya, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2005.

Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum
Pidana, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991.

Muladi, Dwipa Priyatno, Pertanggungan Korporasi dalam Hukum Pidana,
STHB, 1991.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung,
Alumni, 1998, h. 17.



82

Muluk, Rahman Mujibur Khoirul, Menggugat Partisipasi Publik Dalam
Pemerintah Daerah, Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berfikir Sistem,
Malang, Bayumedia Pulshing, 2007.

P., Huntington Samuel, Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan
Massa. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Prasetyo A., Corporate Governance: Pendekatan Institusional, Jakarta,
Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Raharjo, Satjipto, /lmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta,
Aksara Baru, 1983.

Safa’at, Ali, Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran
Partai Politik dalam Pergulatan Republik), Jakarta, RajaGrafindo
Persada, 2011.

Sahuri Lasmadi, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Persfektif Kebijakan
Hukum Pidana Indonesia, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas
Airlangga, Surabaya, 2003.

Simorangkir J. C. T., et. al., Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta,
Liberty, 2007.

Widoyoko, Danang, Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, Strategi Memutus
Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik, Intrans Publishing Wisma
Kalimetro, Malang, 2013.

Wahyu, Pertanggungjawaban partai politik yang melakukan tindakan pidana,
Malang, Universitas Brawijaya, 2014.

Internet



83

https..//www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-
parpol-terlibat kasus-korupsi diakses pada tanggal 22 November 2018

http://www .kesbangpolbulukumba.info/beritasambutan--dirjen-kesbangpol-
pada-pertemuan-sosialisasi-undangundang-nomor-17-tahun-2013-
html, Diakses pada tanggal 23 November 2018.

Jurnal

Rony Saputra, Pertanggngjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana
Korupsi, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015.

Tesis

Rahmat Hidayat, Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Partai politik dalam
tindakan pidana korupsi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi



